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	Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dengan fokus utama pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polda Sumatera Utara merupakan institusi kepolisian yang secara aktif menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, wilayah hukum ini memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang merepresentasikan tantangan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.
Selain Unit PPA, peneliti juga menelusuri proses pelaksanaan diversi melalui koordinasi tidak langsung dengan instansi lain seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri di wilayah Medan dan sekitarnya. Pemilihan lokasi ini dianggap tepat untuk memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas pelaksanaan diversi dalam praktik.

[bookmark: _Toc199258308][bookmark: _Toc202627982]B. Jenis dan Sifat Penelitian
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan diversi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti norma hukum sebagai suatu sistem yang otonom dan rasional, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus dipahami sebagai norma, bukan sebagai fakta sosial atau moralitas semata¹⁾.
Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik, dengan melihat efektivitas pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang membedakan antara law in books dan law in action, di mana penelitian empiris berfungsi untuk melihat sejauh mana norma hukum yang tertulis diimplementasikan secara nyata²⁾.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan diversi berdasarkan data normatif dan data empiris. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan gejala sosial-hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara.

[bookmark: _Toc199258309][bookmark: _Toc202627983]C. Sumber Data / Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu:
1) Bahan hukum primer, meliputi:
a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
b) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
d) KUHP dan KUHAP sejauh relevan dengan tindak pidana anak;
e) Peraturan terkait perlindungan anak yang digunakan aparat Polda Sumatera Utara
2) Bahan hukum sekunder, meliputi:
a) Buku-buku teks hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan keadilan restoratif
b) Jurnal hukum dan artikel ilmiah dari berbagai sumber
c) Laporan tahunan dari lembaga-lembaga terkait seperti KPAI, KemenPPPA, Bapas, dan dokumentasi dari wilayah hukum Polda Sumatera Utara
3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah atau teori dalam penelitian.
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1) Studi Kepustakaan (Library Research)
Merupakan metode utama dalam pengumpulan data, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan institusi terkait pelaksanaan diversi di Indonesia, termasuk Polda Sumatera Utara.
2) Wawancara Tidak Langsung
Informasi pendukung diperoleh melalui dokumentasi hasil wawancara yang telah dipublikasikan atau pendapat ahli dari jurnal dan forum diskusi hukum online. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh perspektif praktisi hukum terkait pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
3) Observasi Dokumentatif
Observasi dilakukan melalui penelaahan media massa hukum, laporan tahunan KPAI/KemenPPPA, serta publikasi lainnya yang mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan diversi di daerah Polda Sumatera Utara.
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	Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan dan data sekunder secara sistematis. Proses analisis meliputi:
1) Reduksi data, yaitu memilih informasi relevan dengan fokus penelitian
2) Penyusunan naratif, yaitu menyajikan data secara terstruktur berdasarkan tema dan teori hukum yang digunakan
3) Analisis perbandingan, yaitu membandingkan teori dengan praktik pelaksanaan diversi pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara
4) Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan penilaian akhir tentang efektivitas pelaksanaan diversi dan merumuskan saran perbaikan perbaikan berdasarkan studi kasus di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
[bookmark: _GoBack]


5

image1.png
UMN
AL WASHLIYAH





